Lampiran 1. Alur Perizinan dan non perizinan di Dinas PMPTSP Kabupaten Musi
Rawas Utara
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Lampiran 2. Surat Rekomendasi 1zin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Musi Rawas Utara
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Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Musi Rawas Utara
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Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Musi Rawas Utara
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Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Ikatan Bidan Indonesia
Cabang Kabupaten Musi Rawas Utara
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Lampiran 6. Surat Persetujuan Menjadi Informan, Responden dan Daftar
Pertanyaan Wawancara

SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI RESPONDEN

Assalamualaikum Wr. Wb
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar magister hukum kesehatan, maka saya bertanda tangan di bawah

ini:

Nama : Wenni Cindi Klara

NIM : 18.C2.0031

Alamat : Dusun 01, Desa Pulau-Lebar, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi

Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada

Praktik Mandiri Bidan Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Ibu untuk berkenaan
menjadi responden dalam penelitian ini, dengan menjawab semua pertanyaan
dengan sejujur-jujurnya, tanpa paksaan dan sesuai dengan pengetahuan yang Ibu
ketahui.

Jawaban Ibu sangat saya butuhkan dan semata-mata hanya untuk
kepentingan ilmu pengetahuan dan jawaban serta identitas saudara akan saya jaga
kerahasiaannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Weni Cindi Klara
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SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI INFORMAN

Assalamualaikum Wr. Wb
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar magister hukum kesehatan, maka saya bertanda tangan di bawah

ini:

Nama : Weni Cindi Klara

NIM : 18.C2.0031

Alamat : Dusun 01, Desa Pulau Lebar, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi

Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada

Praktik Mandiri Bidan Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Bapak/lbu untuk
berkenaan menjadi informan dalam penelitian ini, dengan menjawab semua
pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, tanpa paksaan dan sesuai dengan pengetahuan
yang Bapak/Ibu ketahui.

Jawaban Bapak/Ibu sangat saya butuhkan dan semata-mata hanya untuk
kepentingan ilmu pengetahuan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Weni Cindi Klara
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SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi
responden pada penelitian yang dilakukan oleh:
Nama : Wenni Cindi Clara
NIM : 18.C2.0031
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada

Praktik Mandiri Bidan Kabupaten Musi Rawas Utara

Telah bersedia menjadi responden penelitian ini tanpa paksaan dan
menjawab pertanyaan dengan apa adanya sesuai dengan apa yang diketahui.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya tanpa ada paksaan dari

pihak manapun.

Rapit; ...(¢ Februari 2020

146



= PLAGIARISM
=S CHECK

™ F Dl ACIADICRA i'i_zg M |:::|I__|::]TE':= o
9 a 7 https:r',"plagiarismcheck.urg

Report #12340381

BAE | PENDAHULUAN LATAR BELAKANGPengaturan pelayanan kesehatan

untuk masyarakat dl lpdomesia; secara filosofisbecasal dari Pasal 34 ayat (3) UUD
NERI 1945 yang menetapkan pelayanan kesehatan sebagal tanggungjawab
negara dan Pasal 28 Hayat |3 yangmenstapkan mengenalhak warga negara
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Penyedladnpelayanan kesehatan
adalah perwujudan darl slla kemanusiaan yang adil dan beradaki; sedangkan
penetapan hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatanadalah perwujudan dar
silakeadilan sosial baglseldruh rakyat indonesla. Hak atas peladanan
kesehatanmerupakan penanganan yang sunggub-sungguh serta diakul secara
Internasional sebagaimana vang datur dalamThe Unfversal Declaration of
Human Rights padatahun 1948, Hakgdntuk mendapatkan kesehatan merupakan
hak fundamentalsetlap prangsebagimanadisebutkan dafam Mukadimah Statuta
World Health Organization. Persoalan kesehatan di indénesia sudah diatwr

dalam Undang-Undang Maembs 36 Tahun 2009 teatano Kesehatan (selanjutnya
disebut UL Kesehatan), Pasal 4 menyebutian bahwa Sel.lap arang
berhak atas kesehatan . Secara awam senat diartikan keadaan seseorang

yang dalam kondisi tidak sakit, tidak ada keluhan, dapat menjalankan keglatan

sehar-han dan sebagamya.
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